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ABSTRAK PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kerawanan korupsi dan
pelaksanaan desentraslisasi asimetris di pada provinsi - provinsi istimewa di
Indonesia. Outcome dari penelitian ini adalah terbangunnya desain model
antisipasi merebaknya korupsi di daerah. Hingga saat ini belum ada mekanisme
yang ditemukan untuk mengukur kerawanan korupsi dengan mengusung konsep
Corruption Vulnerability Index (CVI). Pada tahun kedua, penelitian ini akan
dilaksanakan di tiga provinsi istimewa di Indonesia, dengan rincian: (1) Provinsi
DI Yogyakarta; (2) Provinsi DI Aceh; dan (3) Provinsi DKI Jakarta. Pilihan
wilayah penelitian ini didasarkan pada keistimewaan yang dimiliki tiap-tiap daerah
dalam sistem otonomi dan pelaksanaan desentralisasi asimetris. Adanya fenomena
penyalahgunaan wewenang oleh pegawai daerah (PNS) dan kewenangan istimewa
yang melekat di daerah dalam penerbitan peraturan daerah, program kebijakan dan
model pemerintahan yang dipilih menentukan tingkat dan corak modus korupsi
yang terjadi. Hal ini perlu untuk diteliti lebih jauh apakah kekhususan dan
keistimewaan yang dimiliki daerah-daerah tersebut memberikan incentive dan
disincentive bagi kerentanan korup di level lokal.

Keyword: korupsi politik, desentralisasi asimetris, provinsi-provinsi istimewa, corruption
vulnerability index.



RINGKASAN

Penelitian Membongkar Korupsi Politik Dalam Pelaksanaan Desentralisasi
Asimetris  (Asymetrical Decentralization) Pada Provinsi-Provinsi  Istimewa di
Indonesia (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi) yang dilaksanakan
di Provinsi DIY, DI Aceh dan DKI Jakarta. Pada tahun kedua, penelitian ini fokus pada
analisa peran Gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi dalam menjalankan
kepemimpinan serta kontribusi LSM anti korupsi di daerah dalam upaya mengurangi
dan/atau memberantas korupsi di daerah.

Secara umum terdapat beberapa temuan penting dari penelitian yang kami
laksanakan. Pertama, tindak pidana korupsi di level lokal terjadi seiring dengan
berlangsungnya otonomi daerah. Keleluasaan daerah untuk merancang, menentukan dan
melaksanakan proses pembangunan sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi
daerah pada titik tertentu membuka ruang bagi hadirnya korupsi di level lokal. Kedua,
tindak pidana korupsi di level lokal dipengaruhi oleh sejauh mana komitmen dan
infrastruktur anti korupsi tersedia di tingkat daerah baik di level pemerintah, kepolisian,
dan kejaksaan. Ketiga, keterkaitan antara kekhususan dan keistimewaan pemerintahan
provinsi dengan tingkat korupsi daerah masih belum diketemukan. Masih perlu didalami
lebih dahulu tentang peran kepemimpinan perempuan dalam mengurangi tindak pidana
korupsi atau memperenta tingkat korupsi di level lokal.

Pada penelitian ini juga diketemukan bahwa arah pelaksanaan otonomi daerah
lebih fokus pada pencapaian ekonomi. Kebutuhan menghasilkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang semakin meningkat tahun per tahun, kebutuhan pelaksanaan
pelayanan publik seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan serta kebutuhan
untuk melakukan pembangunan di daerah mendorong pemerintah daerah, termasuk
kepala daerah provinsi istimewa, untuk lebih berorientasi pada pencapaian ekonomi.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan urgensinya pada kurangnya
instrumental infrastruktur anti korupsi di level lokal. Pada titik inilah penelitian ini
menemukan relevansinya dalam rangka berkontribusi pada pencapaian hasil positif dari
otonomi daerah.
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